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TENTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

ABSTRAK : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis 

pajak daerah Kabupaten/Kota; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan; 

 

 Dasar Hukum : 

   Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan; Peraturan 



Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam 

rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 

136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang 

dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan 

Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang 

Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri 

Oleh Wajib Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 

tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang  Tidak 

Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

   

STATUS :  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

 Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 23 Juli 2012 

   

CATATAN :  Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. 

 Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan. 

 


